LAPORAN AKHIR
SUMBER DANA MANDIRI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
YANG TERCANTUM PADA LABEL OBAT
DI APOTEK JEMBER

LAPORAN PENELITIAN

Oleh:
EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum. (NIP. 196812302003122001)
RHAMA WISNU WARDHANA, S.H., M.H. (NIK. 760012482)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

HALAMAN PENGESAHAN

1 Judul Penelitian

o

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan Fungsional
Fakultas

3 Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap

b. NIK

Lokasi Penelitian
Lama Penelitian

Biaya yang Diperlukan
Sumber Dana

0RO o

~N O W B

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
atas Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET)
yang Tercantum pada Label Obat di Apotek
Jember

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
196812302003122001
Pembina/lva

Lektor Kepala

Hukum

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
760012482

Apotek Jember

5 (lima) bulan

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
Mandiri

Jember, 5 November 2018

Peneliti,

-

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

i


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINGKASAN

Upaya Pemerintah Negara Indonesia dalam melindungi segenap Bangsa
Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.

Perlindungan konsumen memberikan hak-hak konsumen. Salah satu hak
konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Namun masih
banyak informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat yang tidak benar, tidak jelas
dan tidak jujur. Hal ini menimbulkan ketidakpastian masyarakat dalam
memperoleh obat yang dibutuhkan. Dalam upaya memberikan informasi yang
benar, jelas dan jujur disusun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi
(HET) Obat.

Menunjuk Menteri Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan
dengan tugas dan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan
pemberlakuan HET obat. Mewajibkan pabrik obat mencantumkan HET pada label
obat dan apoteker memberikan informasi tentang HET obat kepada konsumen.

HET obat merupakan batas tertinggi harga penjualan obat yang harus
dipatuhi oleh pelaku usaha (apotek). Tujuan pengontrolan harga adalah
melindungi masyarakat untuk memperoleh barang yang mampu dijangkau. HET
obat yang dicantumkan pada label obat adalah Harga Netto Apotek (HNA)
ditambah PPN 10% ditambah margin apotek 25%.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami
pengawasan dalam pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat dan 2)
Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha (apotek) dalam
pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat. Manfaat penelitian ini adalah:
1) Bagi BPOM, Menteri Kesehatan, masyarakat dan Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat dapat mengetahui permasalahan-permasalahan
yang timbul dalam pengawasan dan pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET)
obat dan 2) Bagi pelaku usaha (apotek) dapat bertanggung jawab kepada
konsumen sehubungan dengan pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research). Metode
pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statue approach) dan pendekatan konseptual (concenptual approach). Bahan
hukum yang digunakan adalah 1) Bahan Hukum Primer; 2) Bahan Hukum
Sekunder; dan 3) Bahan Non Hukum. Analisa bahan hukum menggunakan
metode deduktif.

Fakta di lapangan menunjukkan, apotek di Jember diindikasikan menjual
obat-obatan di luar HET yang ditetapkan pemerintah'. Pengawasan pemberlakuan
HET obat berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

! http://radarinvestigasi.blogspot.com/2008/10/apotik-rsud-soebandi-jual-obat-diatas.html
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Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dilakukan oleh pemerintah
dilaksanakan oleh Menteri-Menteri. Selain itu pengawasan terhadap obat dan
makanan dibentuk oleh pemerintah yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan
yang kedudukan, tugas dan fungsi dan kewenangannya diatur dalam Pasal 69
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2011 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen

Pasal 7 ayat (1) Permenkes tentang Pemberian Informasi Harga Eceran
Tertinggi Obat mengharuskan apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah
sakit/klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah
dari HET. Namun dalam Pasal 7 ayat (2) ada kerancuan dengan pengecualian
dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang
tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7
ayat (3) menyatakan apabila menjual harga obat lebih tinggi dari HET maka
apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik harus menjelaskan
kepada masyarakat. Pasal 8 menjelaskan bahwa apoteker wajib memberikan
informasi HET kepada pasien atau keluarga pasien. Dari hasil pengamatan ketika
menjual obat di atas HET, apotek tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat.
Apoteker tidak pernah memberikan informasi HET kepada pasien atau keluarga
pasien.

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Pengawasan pemberlakuan HET obat
berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Apotek dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan oleh
Menteri-Menteri. Selain itu pengawasan terhadap obat dan makanan dibentuk oleh
pemerintah yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang kedudukan, tugas
dan fungsi dan kewenangannya diatur dalam Pasal 69 Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen. dan 2) Pertanggungjawaban bagi pelaku usaha (apotek) harus
terbukti adanya unsur kesalahan, di mana konsumen dapat membuktikan
kesalahan tersebut disebabkan oleh pelaku usaha bukan kesalahan konsumen
mengingat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut
ajaran kesalahan atau prinsip pertanggungjawaban atas kesalahan dalam
penggantian kerugian.

Saran 1) Menteri Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan harus
meningkatkan kinerjanya dalam pembinaan dan pengawasan pemberlakuan HET
dan masyarakat didukung Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat harus aktif mencari informasi tentang hak-hak dan kewajibannya
selaku konsumen obat dan 2) Apotek harus memberikan jaminan mutu dan
pelayanan yang baik tentang informasi HET. Apotek yang menjual obat lebih
tinggi dari HET, wajib memberi penjelasan kepada konsumen.
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PRAKATA

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa atas berkat-Nya laporan penelitian dengan judul Perlindungan
Hukum terhadap Konsumen atas Informasi Harga Eceran Tertinggi
(HET) yang Tercantum pada Label Obat di Apotek Jember dapat
diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini  penulis
mengucapkan terima kasih kepada Y'th:
1. Rektor Universitas Jember;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) Universitas Jember;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
4. Semua pihak yang membantu penyusunan laporan penelitian ini.
Besar harapan peneliti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi
semua pihak yang berkaitan dengan HET pada label obat. Kritik dan
saran untuk penyempurnaan laporan penelitian ini selalu diharapkan

oleh peneliti.

Jember, 5 November 2018
Peneliti
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